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ANALISIS DAMPAK PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PUSAT KE DAERAH  
(STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP) 
Analysis of the Impact of Transition of Land And Building Tax of Rural And 
Urban Areas from The Central to The Region 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pengalihan pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, khususnya terhadap pengelolaan dan 
penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari 
wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini 
operasionalisasi pengelolaan PBB-P2 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep 
sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan beberapa pembenahan dan peningkatan 
pada kebijakan dan kualitas SDM. Untuk penerimaan PBB-P2 setelah dialihkan ke 
daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Realisasi penerimaan PBB-P2 
mengalami penurunan pada tahun ke-dua pengelolaan, dan persentase realisasi 
menunjukkan hasil yang fluktuatif. Kontribusi yang diberikan oleh PBB-P2 terhadap pajak 
daerah dan PAD juga masih sangat minim sehingga penerimaan PBB-P2 masih perlu 
untuk optimalkan. 
 
Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pengalihan, 
Pengelolaan, Pemerintah Daerah. 
 
This study aims to determine the impact of the transition of Land and Building 
Tax of Rural and Urban Areas from the Central Government to the Local 
Government of Pangkep District, especially for management and receipt of the 
Land and Building Tax of Rural and Urban Areas. This study used qualitative 
methods with literature study and field study which consist of interviews and 
documentation. The results of this study show that the operationalization of 
management of the Land and Building Tax of Rural and Urban Areas by the 
Pangkep Government has been good enough so far, even though it still need 
some improvements and enhancements in the policy and the quality of human 
resources. The receipt of Land and Building Tax of Rural and Urban Areas has 
not shown a significant increase. Its receipt realization was declined in the 
second year management, and its percentage of realization shows the fluctuative 
results. Its contributions to the local taxes and the local revenue are still very low 
so that the receipt is still need to be optimize. 
 
Keywords : Land and Building Tax of Rural and Urban Areas, Transition, 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki berbagai sumber 
pendapatan. Sumber pendapatan terbesar negara yakni berasal dari 
pemungutan pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan penopang 
pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan 
negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa 
pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sebagai sumber 
pendapatan utama negara, pemungutan pajak tersebut tentu harus berdasarkan 
pada undang-undang yang mengatur tata cara pemungutan pajak. Undang-
Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksudnya adalah Undang-Undang 
akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi dan keadaan saat 
ini. Untuk itu pemerintah senantiasa melakukan berbagai perbaikan terhadap 
peraturan perpajakan guna mengoptimalisasi penerimaan pajak.  
Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya 
sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya memunyai fungsi penting dalam membangun 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Karenanya bagi yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya wajar apabila menyerahkan sebagian dari 
kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak (Dewi, 
2012).  
Di Indonesia, pajak secara garis besar dapat digolongkan menurut 




pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar 
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Sedangkan 
pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat 
propinsi maupun kabupaten/kota. Keduanya merupakan sumber pendapatan 
negara yang berperan sangat besar dalam meningkatkan perekonomian dan 
pembangunan negara, serta menjadi roda kelangsungan sistem pemerintahan. 
Sebesar 70 % lebih penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari 
pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah terus 
berusaha meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. 
Tidak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk 
mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Namun terdapat 
berbagai faktor yang menyebabkan kendala dalam pencapaiannya, salah 
satunya disinyalir disebabkan karena kurangnya pengembangan dan 
pemanfaatan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah, serta lemahnya 
inovasi dalam menyusun strategi. Seperti yang dikemukakan oleh Riduansyah 
(2003) bahwa jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah 
sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang 
diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan 
penerimaan kedua komponen tersebut.  
Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan 
penerimaan pajak daerah, yakni dengan melakukan reformasi kebijakan 
perpajakan dengan mengacu pada konsep otonomi daerah dan desentralisasi 
fiskal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan lagi konsep baru di 
Indonesia. Tujuan utama dari penerapan dua sistem tersebut yakni 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan daerah 




Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(selanjutnya Undang-Undang ini disebut Undang-Undang PDRD 2009) dan 
berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Hal yang paling fundamental 
dalam Undang-Undang PDRD 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 
merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat 
kemudian seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. 
Akan tetapi pengalihan pengelolaan pajak tersebut dalam pelaksanaannya tidak 
selalu berjalan tanpa kendala. Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah 
dari Pemerintah Pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan secara serentak 
di semua wilayah di Indonesia, semuanya tergantung pada kesiapan daerah 
masing-masing. Tuntutan untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri sangat sulit untuk diwujudkan. 
Latar belakang pembentukan Undang-Undang PDRD 2009 antara lain 
untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam 
mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara mandiri, 
meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, 
memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat dan dunia usaha. 
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2014), dasar 
pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, 
yakni: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), 
visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan 




tax-link principle). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan 
masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan 
PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau property 
tax termasuk dalam jenis local tax. 
Pelaksanaan pengalihan PBB-P2 itu sendiri sejak berlaku efektif pada 1 
Januari 2010, dari total 492 Kabupaten/Kota, terhitung pada tahun 2011 hanya 
Kota Surabaya yang telah siap mengaplikasikan pengalihan tersebut. 
Selanjutnya disusul 17 Kabupaten/Kota pada tahun 2012, kemudian 105 
Kabupaten/Kota pada tahun 2013, dan selebihnya 369 Kabupaten/Kota pada 
tahun 2014 (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). 
Berdasarkan Pasal 180 angka 5 Undang-Undang PDRD 2009, tanggal 1 
Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 merupakan masa transisi 
pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Selama masa transisi tersebut, 
daerah-daerah yang telah siap melakukan pengalihan dapat segera melakukan 
pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Daerah 
(Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menetapkan 
Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk 
melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang 
bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2. 
Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 Undang-Undang 
PDRD 2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, maka 
pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri 




Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak 
daerah. Dalam peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan 
tanggung jawab (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan 
Pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian 
persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh Pemda, serta 
pemantauan dan pembinaan. 
Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya 
masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Ketika PBB dikelola oleh Pemerintah 
Pusat, PBB masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak 
daerah PBB masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Ketika PBB dikelola 
oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian 
sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 
akan masuk ke dalam kas Pemerintah Daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). 
Pengalihan wewenang PBB-P2 ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap 
Pemerintah Daerah baik di kota-kota maju maupun di daerah-daerah 
berkembang untuk dapat melaksanakan pengelolaan dengan baik serta 
meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2014 seluruh 
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia wajib melakukan pengelolaan PBB-P2 
secara mandiri. Salah satu kabupaten yang melaksanakan pengelolaan tersebut 
pada tahun 2014 adalah Kabupaten Pangkep. Sebelum dilakukan pengalihan, 
Kabupaten Pangkep memungut 8 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan 
bahan galian golongan C, pajak parkir, serta pajak air bawah tanah. Kemudian 
pada tahun 2011, Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 




tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) resmi 
dikelola oleh Pemda Kabupaten Pangkep dan menjadi pajak daerah. Dengan 
demikian pada tahun 2014 terdapat 10 jenis pajak daerah yang dipungut oleh 
Pemda Kabupaten Pangkep. Ke 10 jenis pajak daerah tersebut kemudian 
berkontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Pangkep. 
Untuk Kabupaten Pangkep, penerimaan terbesar berasal Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Hal tersebut dikarenakan kondisi 
geografis dari Kabupaten Pangkep yang dikelilingi oleh pegunungan yang kaya 
akan unsur-unsur bahan galian seperti batu kapur, tanah liat, batu marmer, batu 
gunung, pasir silika, sirtu dan lain sebagainya. Namun dengan dialihkannya Pajak 
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, diharapkan dapat menjadi 
andalan baru bagi penerimaan pajak daerah, serta meningkatkan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai dampak pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah, 
khususnya dalam hal pengelolaan dan penerimaannya, yang kemudian 
dituangkan kedalam judul “Analisis Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat Ke Daerah (Studi Kasus 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat di kemukakan 
rumusan masalah yaitu bagaimana dampak dari pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya dalam hal 




1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dampak dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), khususnya dalam hal pengelolaan dan penerimaan setelah 
dialihkan dari pusat ke daerah. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Secara teoretis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, 
terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
2. Sebagai literatur dan referensi bagi penelti yang ingin melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Secara praktis, kegunaan penelitian diharapkan memberikan manfaat 
kepada pihak-pihak yang terkait di bawah ini: 
1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terutama Dispenda 
Kabupaten Pangkep dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan 
datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, 
khususnya dalam meningkatkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 
2. Sebagai acuan referensi, informasi, dan bahan pertimbangan untuk 




sarana pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan 
bagi para akademisi dan peneliti. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan 
sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan yang di lakukan 
dalam penelitian ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan teori, penelitian terdahulu, 
dan kerangka pemikiran   
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan 
tahap-tahap penelitian. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, penjelasan 
mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil 
wawancara dan studi kepustakaan.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil dan 








2.1.1 Pengertian Pajak 
Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan ketiga yakni Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya Undang-Undang ini disebut Undang-
Undang KUP 1984) adalah sebagai berikut. 
Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku 
Mardiasmo (2013:1), adalah sebagai berikut. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang 
langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. 
 Dari definisi tersebut, Mardiasmo (2013:1) menyimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur: 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 
(bukan barang). 
b. Berdasarkan Undang-Undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 
aturan pelaksanaannya. 




dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas 
 
2.1.2  Fungsi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:1), dalam upaya meningkatkan penerimaan 
pajak, pajak mempuyai peran masing-masing dalam memberikan kontribusinya 
kepada kas Negara, agar dapat mengetahui dengan baik maka tentunya Wajib 
Pajak harus mengetahui fungsi pajak itu sendiri. Terdapat 2 (dua) fungsi pajak 
yaitu sebagai berikut. 
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya.  
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
 
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  
Pemungutan pajak dapat menimbulkan hambatan atau perlawanan, untuk 
menghindari hal tersebut maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut (Mardiasmo, 2013:2). 
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan 




yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding 
kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara 
maupun warganya. 
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). 
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat.  
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis). 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di 
penuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak  
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi 
pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2013:3) 
menjelaskan bahwa teori-teori adalah sebagai berikut. 
a. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 




b. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus di bayar. 
c. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus di 
bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya 
pikul dapat di gunakan 2 pendekatan yaitu: 
1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang 
di miliki oleh seseorang. 
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang 
harus di penuhi. 
d. Teori Bakti  
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahtraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih di 
utamakan. 
 
2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak 




menjelaskan bahwa hukum pajak memunyai kedudukan diantara hukum-hukum 
sebagai berikut. 
a) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu 
lainnya. 
b) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. 
Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut. 
1. Hukum Tata Negara 
2. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) 
3. Hukum Pajak 
4. Hukum Pidana 
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. 
 
2.1.6 Pengelompokan Pajak 
Dalam buku Mardiasmo (2013:5), pajak diklasifikasi dan dikelompokkan 
menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut. 
a. Menurut golongannya 
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Penghasilan 
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 
b. Menurut sifatnya 
1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subyeknya. Dalam arti memperhatikan keadaaan dari Wajib Pajak. 




2. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah 
c. Menurut lembaga pemungutannya 
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 
digunakan untuk membayar rumah tangga negara.  
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 
Materai 
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas : 
a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor. 
b) Pajak Kabupate/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan. 
 
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:6), tata cara pemungutan pajak terdiri atas 
stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 
a. Stelsel Pajak 
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu sebagai 
berikut.  
1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel) 




sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 
memunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 
adlaah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 
penghasilan riil diketahui).  
2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 
dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 
tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya 
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada kenyataan yang 
sesungguhnya.  
3. Stelsel Campuran  
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 
anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 
dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 
kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak 
harus menambah. Sebaliknya, jika kecil kelebihannya dapat diminta 
kembali. 
b. Asas Pemungutan Pajak 





1. Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak 
dalam negeri. 
2. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 
3. Asas Kebangsaan 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.  
c. Sistem Pemungutan Pajak 
1. Official Assessment System 
Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus 
b) Wajib Pajak bersifat pasif.  
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
2. Self Assessment System 
Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:  
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 




b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak terutang.  
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System 
With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib 
Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang 
menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak 
selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan terhadap pemungutan pajak 
dapat di kelompokkan sebagai berikut. 
a. Perlawanan Pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 
lain. 
1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
b. Perlawanan aktif. 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung 
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 
antara lain. 





2. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2.2 Pajak Daerah 
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 
 Menurut Undang-Undang PDRD 2009, pengertian Pajak Daerah adalah 
sebagai berikut. 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Sedangkan menurut Davey (1988) sebagaimana yang dikutip oleh 
Nuryani (2010), ada beberapa pengertian tentang pajak daerah yakni sebagai 
berikut. 
1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari 
daerah sendiri; 
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan 
tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah; 
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi 
hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan 
(opsen) oleh Pemerintah Daerah. 
 
2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah 
 Dasar hukum yang melandasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia 




2.2.3 Kriteria dan Ciri-ciri Pajak Daerah 
Siahaan (2006:197) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum 
perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi 
kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut. 
a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat 
mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. 
b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok 
masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota 
kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. 
c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan 
memuaskan bagi Wajib Pajak. 
d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan 
kesadaran pribadi untuk membayar pajak. 
e. Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan 
menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. 
Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah 
harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai 
berikut. 
a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara 
penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.  
b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, 
kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara 
tajam. 
c. Tax basenya (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan 





2.2.4 Jenis Pajak Daerah 
 Menurut Pasal 2 Undang-Undang PDRD 2009, Pajak Daerah dibagi 
menjadi 2 bagian, yaitu: 
a. Pajak Provinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
c. Pajak Air Permukaan, dan 
d. Pajak Rokok 
b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari; 
a. Pajak Hotel 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan 
d. Pajak Reklame 
e. Pajak Penerangan jalan 
f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan 
g. Pajak Parkir 
h. Pajak Air tanah 
i. Pajak Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
 
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) 
 Menurut Pasal 1 Undang-Undang PDRD 2009 pengertian Pajak Bumi dan 





Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
 
Selanjutnya penjelasan bumi dan bangunan menurut Undang-Undang 
PDRD 2009 yakni sebagai berikut. 
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau 
laut. 
 
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) 
 Dasar hukum untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD 2009). Undang-undang 
ini menggantikan undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya UU 
PDRD 2009 ini, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, 
pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 
 
2.3.3 Asas Pajak Bumi dan Bangunan 
 Menurut Mardiasmo (2013:331), asas Pajak Bumi dan Bangunan yakni 
sebagai berikut. 
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan 
2. Adanya kepastian hukum 
3. Mudah dimengerti dan adil 




2.3.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
 Menurut Pasal 77 Undang-Undang PDRD 2009, yang menjadi Objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk kedalam pengertian Bangunan 
adalah sebagai berikut. 
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, 
pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan 
kompleks Bangunan tersebut; 
b. Jalan tol; 
c. Kolam renang; 
d. Pagar mewah; 
e. Tempat olah raga; 
f. Galangan kapal, dermaga; 
g. Taman mewah; 
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 
i. Menara.   
 Adapun objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
menurut Undang-Undang PDRD 2009 adalah sebagai berikut. 
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan;  
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  





d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak;  
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; dan  
f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  
 Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota paling rendah 
yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
 
2.3.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
 Menurut Pasal 78 Undang-Undang PDRD 2009, yang menjadi Subjek 
Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau Badan yang secara nyata memunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 
 Suparmoko (2008:195) menyatakan bahwa rincian subjek pajak bumi dan 
bangunan yakni sebagai berikut. 
a. Orang atau badan yang memunyai hak atas bumi. 
b. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi. 
c. Orang atau badan yang memunyai hak dan manfaat bumi. 




2.3.6 Dasar Pengenaan PBB-P2 
 Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikemukakan dalam 
Pasal 79 Undang-Undang PDRD 2009, adalah sebagai berikut. 
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah NJOP.  
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun 
sesuai dengan perkembangan wilayahnya.  
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
oleh Kepala Daerah 
 
2.3.7 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan 
 Menurut Pasal 80 Undang-Undang PDRD 2009, tarif Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen) yang berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak 
(NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 
Berikut rumus untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan terutang : 
PBB = Tarif Pajak X (NJOP-NJOPTKP) 
 Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-Undang PDRD 2009 dijelaskan 
bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender; Saat yang 
menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada 
tanggal 1 Januari; Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang 




2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah 
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 Sedangkan menurut Halim (2004:67) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah”.  
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari berikut.  
a. Pajak Daerah  
b. Retribusi Daerah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.  
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan 
Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi 
Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 
keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 
otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. 
 Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, 
karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 
membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli 




mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi 
sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di 
mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di 
jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna 
melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan 
Pemerintah Pusat depada daerah (Setyaningsih, 2009). 
 
2.5 Pendapatan Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai  
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. 
Selama pengelolaan PBB-P2 oleh pusat, penerimaan PBB-P2 tak pernah 
lepas dari kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, untuk 
dapat melihat kaitan antara penerimaan PBB-P2 dan Pendapatan Daerah, perlu 
diketahui apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah sebelum dilakukan 
pengalihan wewenang, yakni pada UU 32 Tahun 2004. 
Menurut UU 32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Daerah, terdiri atas: 
a. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: 
1. Hasil Pajak Daerah; 
2. Hasil Retribusi Daerah; 
3. Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan; dan 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 
b. Dana Perimbangan, meliputi: 




2. Dana Alokasi Umum; dan 
3. Dana Alokasi Khusus. 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
Selama pengelolaan PBB-P2 oleh pusat, penerimaan PBB-P2 turut 
berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah. Selain terhadap Pajak Daerah pada 
PAD, PBB-P2 juga berkontribusi pada pos Dana Bagi Hasil pada Dana 
Perimbangan. Ketika dikelola oleh pusat, sebagian dari penerimaan PBB-P2 
diserahkan ke pusat. Kemudian beberapa persen dari bagian yang diserahkan 
tersebut nantinya akan dikumpulkan dari seluruh daerah kemudian dibagikan 
kembali secara merata ke seluruh daerah, dan untuk daerah yang berhasil 
mencapai target akan menerima reward berupa insentif dari pusat. Penerimaan 
bagi rata dan insentif tersebutlah yang nantinya akan masuk ke dalam akun 
Dana Bagi Hasil pada Dana Perimbangan dan memberikan kontribusi yang 
cukup besar pada Pendapatan Daerah. 
 
2.6 Pengalihan PBB-P2 
2.6.1 Ketetapan Pendaerahan PBB-P2 
Momentum pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi Indonesia 
dalam bidang ekonomi dan fiskal ditandai dengan pengesahan Rancangan 
Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi 
Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 18 
Agustus 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang No. 18/1997 dan No. 
34/2000, tujuan utamanya tidak lain ialah untuk menumbuhkan iklim demokrasi 
yang lebih terbuka, jujur dan adil (Ramadhan, 2014). Dari sisi desentralisasi 
fiskal, perubahan kebijakan ini cukup fundamental dalam penataan kembali 




terlebih pada daerah penghasil yang memunyai potensi sumber daya melimpah. 
Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah 
merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang PDRD 2009, sejak 
tanggal 1 Januari 2010, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk 
menerima pengalihan PBB P2. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses 
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan 
dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Sulistyani, 2013). 
 
2.6.2 Tujuan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2  
 Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai 
dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 
a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.  
b. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan 
baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). 
c. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 
retribusi dengan memperluas basis pajak daerah. 
d. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 
daerah. 
e. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 
pengaturan pada daerah. 
 
2.6.3 Perbandingan PBB-P2 Pada UU PBB Dengan UU PDRD 
  Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 




Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PBB), Pemerintah 
Daerah memunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang 
berasal dari pajak daerah, dimana jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 
jenis pajak menjadi 11 jenis pajak. Selain itu dalam Undang-undang No. 28 Tahun 
2009, dilakukan beberapa perubahan pada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut. 
Tabel 2.1 Perbandingan Pengaturan PBB Perdesaaan dan Perkotaan dalam UU 
PBB dengan UU PDRD 
 UU PBB UU PDRD 
Subjek 
Orang atau Badan yang secara 
nyata memunyai suatu hak atas 
bumi, dan atau memperoleh 
manfaat atas bumi, dan atau 
memiliki, menguasa dan atau 
memanfaatkan atas bangunan  
Tidak ada perubahan 
Objek Bumi dan/atau bangunan  
Bumi dan atau bangunan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan  
Tarif Tunggal 0,5%  Paling tinggi 0,3%  
NJKP 
20% s.d. 100% (PP 25/2002 




Paling tinggi Rp12.000.000 per 
Wajib Pajak 




0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)  
atau 
0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
0,3% (maksimal) x (NJOP-
NJOPTKP) 






2.6.4 Tahapan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 
 Berdasarkan Undang-Undang PDRD 2009, pengalihan pengelolaan PBB-
P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 
2014. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) dilakukan secara bertahap. 
 Pada tahun 2011 satu-satunya kota yang telah siap menerima pengalihan 
pengelolaan PBB- P2 yakni Kota Surabaya, sehingga menjadikan kota tersebut 
sebagai kota pertama yang melakukan pengalihan pengelolaan PBB-P2. 
Keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola penerimaan dari 
sektor PBB-P2 dapat menjadi contoh dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota 
lainnya. Selanjutnya pada tahun 2012, 17 kabupaten/kota telah menyatakan diri 
siap untuk mengelola PBB dari sektor P2. Kemudian pada tahun 2013 sebanyak 
105 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapannya dalam mengelola PBB sektor 
P2. Dan terakhir pada tahun 2014, sisanya sebanyak 369 kabupaten/kota 
diharapkan sudah siap menerima pengalihan tersebut dan dapat melakukan 
pengelolaan PBB-P2 nya masing-masing, sehingga sampai pada batas waktu 
yang ditentukan yakni 1 Januari 2014 diharapkan seluruh kabupaten/kota di 
Indonesia sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan PBB-P2 nya masing-
masing. 
 Adapun hal-hal yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah Daerah terkait 
pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, sebagaimana yang 
termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor: 213/PMK.07/2010 dan Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan 
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sebagai Pajak Daerah, yakni Pemerintah Daerah bertugas dan 




dan tata kerja; sumber daya manusia; peraturan daerah, peraturan Kepala 
Daerah, dan SOP; kerjasama dengan pihak terkait, antara lain dengan Kantor 
Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta 
Tanah; serta pembukaan rekening penerimaan PBB P2 pada bank yang sehat 
(Valentina, 2014). 
 
2.6.5 Bagi Hasil Penerimaan PBB Sebelum Pendaerahan 
 Sebelum dialihkan ke daerah, PBB termasuk dalam jenis pajak pusat, 
namun hasil dari penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di 
daerah bersangkutan. Hasil penerimanaan PBB merupakan penerimaan negara 
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proporsi 
terbanyak dari pembagian hasil penerimaan PBB tersebut ditetapkan untuk 
daerah tingkat II (Kabupaten/Kota), dimana imbangan pembagian hasil 
penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, sebagai berikut. 
1. 10% (sepuluh per seratus) untuk Pemerintah Pusat, dibagikan kepada 
seluruh Daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas realisasi penerimaan PBB 
Tahun Anggaran Berjalan, dengan alokasi pembagian sebagai berikut. 
a) 65% (enam puluh lima per seratus) dibagikan secara merata kepada 
seluruh Daerah Kabupaten/Kota;  
b) 35% (tiga puluh lima per seratus) dibagikan secara insentif kepada 
Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada Tahun Anggaran 




2. 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Daerah, dengan rincian sebagai 
berikut. 
a) 16,2% (enam belas koma dua per seratus) untuk Daerah Propinsi yang 
bersangkutan;  
b) 64,8% (enam puluh empat koma delapan per seratus) untuk Daerah 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
c) 9% (sembilan per seratus) untuk Biaya Pemungutan.  
 Setelah pengelolaan PBB dialihkan ke daerah, yakni dengan berlakunya 
UU PDRD 2009 maka skema bagi hasil penerimaan PBB di atas menjadi tidak 
berlaku lagi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota akan murni menerima seluruh 
penerimaan PBB-P2 untuk setiap tanah dan/atau bangunan yang berada di 
lokasinya menjadi PAD tanpa perlu dibagi lagi ke daerah lain dan Propinsi. 
Dengan demikian daerah Kabupaten/Kota mendapatkan peluang tambahan 
penerimaan dari PBB-P2 sebesar 35,2%. Meskipun tidak ada jaminan akan 
peningkatan tersebut, namun diharapkan seluruh daerah akan merasakan hal 
serupa. 
 
2.6.6 Peluang dan Tantangan dari Pengalihan PBB-P2 
 Menurut Munawaroh (2014) peluang yang timbul dari pengalihan PBB-P2 
menjadi pajak daerah, adalah: 
a. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan regularent karena diskresi ada di 
kabupaten/kota (tarif, fasilitas dll).  
Pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 dapat digunakan untuk pembiayaan 
pengeluaran daerah serta dapat digunakan untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi 




b. Penggajian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi 
yang lebih luas. 
Dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah maka pendapatan asli 
daerah meningkat yang berpengaruh terhadap potensi penggajian sehingga 
kesejahteraan pegawai meningkat. 
c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. 
Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara 
peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang 
perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan 
terpadu (TPU), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat 
memberikan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
d. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB-P2. 
Dalam pengelolaan penggunaan dana dari penerimaan PBB-P2 diharapkan 
Pemerintah Daerah harus lebih mengutamakan transparansi. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menciptakan sistem kontrol yang memadai, sebab 
pendelegasian wewenang tanpa control akan mengakibatkan timbulnya 
penyalahgunaan wewenang. 
e. Penerimaan PAD menjadi meningkat yang akan mempengaruhi APBD. 
Dengan pengalihan PBB-P2 diharapkan PAD meningkat, sehingga 
peningkatan ini berpengaruh terhadap APBD yang digunakan untuk 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah guna mensejahterakan 
masyarakatnya. 
 Adapun beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam 
pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah menurut Munawaroh (2014) adalah:  
a. Kesiapan kabupaten/kota pada masa awal pengalihan yang belum optimal, 




Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 
membutuhkan kesiapan yang optimal baik dari segi kualitas dan kuantitas 
SDM, organisasi yang sesuai dengan beban tugas, kualitas dan kuantitas 
sarana dan prasarana, data dan sistem teknologi informasi serta implikasi 
kebijakan. Dengan berfokusnya Pemerintah Daerah terhadap pengalihan 
PBB-P2, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan. 
b. Disparitas kebijakan PBB-P2 antar kabupaten/kota. 
Karena adanya perbedaan upah antara pegawai di kota/kabupaten 
menyebabkan pemerintah sulit untuk menerapkan kebijakan PBB-P2. 
c. Hilangnya potensi penerimaan provinsi (16,2% PBB) dan bagi 
kabupaten/kota (bagi rata dan insentif PBB) untuk kabupaten/kota yang 
penerimaannya rendah. 
Seiring peningkatan pendapatan asli daerah melalui PBB-P2, pendapatan 
kota/kabupaten menerima 100% dari PBB.Sehingga, penerimaan provinsi 
akan menghilang 16,2% dari PBB dan untuk kota/kabupaten penerimaanya 
akan meningkat 35,2%. 
d. Beban biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup tinggi terutama untuk 
kabupaten/kota dengan potensi penerimaan rendah.  
Setiap kabupaten/kota akan dikenai biaya pemungutan PBB-P2 yang cukup 
tinggi. Terutama untuk kabupaten/kota dengan potensi penerimaan yang 






3.1  Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis 
data kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang 
diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik 
kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan memberi gambaran 
mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan 
data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. 
 
3.2  Kehadiran Peneliti 
Penelitian ini merupakan studi yang di lakukan dalam lingkungan alami 
organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang normal 
(Sekaran, 2013:166). Sehingga di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti 
bertindak sebagai non participant observer. Peneliti bertindak sebagai pengamat 
penuh. Pengamatan tersebut berbentuk penilaian terhadap hasil wawancara dan 
dokumentasi terhadap objek penelitian. Kehadiran peneliti sebagai pengamat 
penuh ini sebelumnya telah di ketahui oleh objek penelitian melalui surat izin 
penelitian. 
 
3.3  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di laksanakan di Kabupaten Pangkep, tepatnya pada 
kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pangkep dengan 
alamat jalan Sultan Hasanuddin. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di 




melayani administrasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Pangkep, dan selain itu 
Kabupaten Pangkep sendiri telah melakukan pengelolaan PBB-P2 nya secara 
mandiri.  
 
3.4  Sumber Data 
Sumber data merupakan subjek asal data dapat diperoleh. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 
secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 
dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan 
variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 
langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dengan bagian terkait yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dispenda Kabupaten Pangkep. 
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 
yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 
observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat 
dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis 
seperti tabel, catatan, foto dan lain-lain (Arikunto, 2010:22). Data sekunder 
dalam penelitian ini adalah berupa bukti ataupun dokumen yang terkait 
dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) pada Dispenda Kabupaten Pangkep. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Guna mendeskripsikan masalah yang di sajikan dalam penelitian 




data yang di gunakan dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai 
berikut. 
1. Studi kepustakaan (library research) 
Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang 
berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang 
Undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah 
World Wide Web (www) dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui 
studi kepustakaan di maksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang 
akan membuat penelitian lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan 
penelitian (Nazir, 1988). Selain itu studi kepustakaan di gunakan untuk 
menentukan arah dan tujuan penelitian, serta mencari konsep yang sesuai 
dengan permasalahan skripsi ini. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke 
kantor Dispenda Kabupaten Pangkep dengan melakukan hal-hal sebagai 
berikut. 
a. Wawancara (interview) 
Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh 
pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang 
sesuai dengan penelitian, dan di pusatkan olehnya pada isi yang 
dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan 
sistematik mengenai penelitian tersebut (Chadwik, 1991). Teknik 
wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala Administrasi Pelayanan 






b. Dokumentasi (Documentation) 
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi 
dari Dispenda Kabupaten Pangkep. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis 
Deskriptif Analisis. Menurut Sugiyono (2007:5), “Deskripsi analisis yaitu suatu 
metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu 
kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang”.  
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 
 
3.7 Tahap-tahap Penelitian  
Tahapan-tahapan penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan 
penelitian yang terbagi dalam empat tahapan yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian pendahuluan  
Penelitian pendahuluan ini di mulai dengan mengumpulkan data-data 
sekunder yang di peroleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang di pilih. 
2. Pengembangan desain 
Pengumpulan data-data sekunder yang di peroleh dengan mempelajari 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang di pilih inilah yang di 
jadikan landasan dalam pengembangan desain penelitian. 
3. Penelitian sebenarnya  
Setelah tahap penelitian pendahuluan dan pengembangan desain 




sebenarnya (inti). Peneliti akan menyusun pertanyaan pertanyaan yang di 
hasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini 
akan di ajukan kepada pihak objek penelitian dalam proses wawancara 
dan di lengkapi dengan data-data dari proses dokumentasi. Tahapan 
inilah yang di gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 
mencapai tujuan penelitian.  
4. Penulisan hasil penelitian  
Tahapan ini merupakan tahapan penyelesaian penelitian, dimana 
tahapan ini di lakukan dalam bentuk penyusunan dan penulis hasil 
penelitian. Hasil penelitian ini di dokumentasikan dalam bentuk laporan 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau masukan dari peneliti 








Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan peneliti, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Pengelolaan PBB-P2 oleh Pemda Kabupaten Pangkep secara umum 
telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat pada 
persiapan pengelolaan PBB-P2 yang telah matang. Selain itu beberapa 
kebijakan yang diterapkan seperti penetapan tarif 0,1% dinilai sudah 
sangat efektif karena setelah dihitung nilainya sama dengan tarif yang 
ditetapkan pusat, hal tersebut guna menghindari gejolak dari masyarakat. 
Untuk teknis pelaksanaan, tidak terdapat banyak perbedaan dalam 
operasionalisasi pengelolaan PBB-P2 ketika dikelola oleh pusat maupun 
setelah dikelola oleh daerah, mulai dari tata cara penagihan, 
pemungutan, pendaftaran, dan pembayaran semua diadopsi dari pusat. 
Adapun beberapa kendala yang dirasakan oleh pihak Dispenda Pangkep 
antara lain yakni kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, insentif 
pemungutan yang dinilai berkurang/semakin sedikit, serta hilangnya 
potensi penerimaan dari bagi rata dan insentif PBB dari pusat yang 
jumlahnya bisa mencapai 2-3 milyar rupiah. Dengan demikian, meskipun 
secara prinsip pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Pangkep sudah cukup 
baik, namun masih memerlukan beberapa pembenahan dan peningkatan 
pada kebijakan dan kualitas SDM. 
2. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pangkep setelah pengalihan 





perlu untuk optimalkan. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi 
penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pangkep yang mengalami penurunan 
yang besar pada tahun kedua pengelolaan yakni tahun 2015, padahal 
sebelumnya dari tahun 2011 hingga tahun 2014 realisasi penerimaan 
terus mengalami peningkatan. Selain itu tingkat ketercapaian target PBB-
P2 Kabupaten Pangkep dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. 
Target tidak dapat tercapai pada tahun 2013 dan tahun 2015. Untuk 
kontribusi PBB-P2 Kabupaten Pangkep terhadap pajak daerah dan PAD, 
selama dua tahun pengelolaan oleh daerah yakni tahun 2014-2015 
mengalami penurunan. Penurunan kontribusi disebakan karena 
penurunan realisasi penemerimaan PBB-P2 pada tahun 2015. Beberapa 
hal menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan PBB-P2 antara lain: 
(1) Penurunan kinerja petugas pemungut akibat insentif pemungutan 
yang semakin sedikit; (2) Faktor tidak tersampainya SPPT; dan (3) 
Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut. 
1. Guna meningkatkan kualitas SDM, pihak pusat sebaiknya melakukan 
kerja sama dengan Dispenda Kabupaten Pangkep untuk melakukan 
pelatihan dan pembimbingan pengelolaan PBB-P2. Pelatihan SDM yang 
komperehensif meliputi penilaian, pengukuran, penagihan, dan 
pengolahan data. Saat ini transfer knowledge dari pusat ke daerah sangat 
dibutuhkan mengingat pengalihan pengelolaan PBB-P2 yang masih 





baik, sebaiknya Dispenda Kabupaten Pangkep juga merekrut SDM yang 
berasal dari luar lingkungan pegawai Dispenda yang betul-betul 
memahami dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep sebaiknya membenahi kebijakan 
tentang pemberian insentif. Kebijakan tersebut harus mengatur secara 
jelas dan mendetail mengenai besaran nominal, penerima, serta alur 
pemberian insentif. Proses dari pemberian insetif pemungutan ini juga 
harus diawasi dan dicermati, jangan sampai dalam pemberian insentif 
tersebut terjadi ketimpangan dan hanya menyejahterahkan sebagian 
petugas. Oleh karena itu pengelolaan insentif yang baik diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja petugas sehingga meningkatan penerimaan PBB 
P2. 
3. Sebaiknya pihak Dispenda Pangkep segera melakukan pendataan 
kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berkoordinasi dengan pihak-pihak 
yang ahli pada bidang tersebut, seperti Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun notaris. 
Mengingat pihak-pihak tersebut memiliki pengetahuan dan informasi 
mengenai objek dari PBB-P2. 
4. Pihak Dispenda Pangkep juga sebaiknya mengintensifkan kegiatan-
kegiatan yang dapat membangun kesadaran masyarakat dalam 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan, seperti sosialisasi dan penyuluhan 
PBB-P2, seminar tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan, serta mengadakan Lokakarya yakni berkumpul dengan para 
ahli pajak serta pihak-pihak ahli lainnya agar mendapatkan solusi dari 





5.3 Keterbatasan Penilitian 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan hasil 
yang diperoleh pada penelitian tersebut menjadi lebih baik. Beberapa 
keterbatasan yang dihadapi peneliti antara lain : 
1. Terbatasnya akses data yang mampu diperoleh oleh peneliti. Hal tersebut 
dikarenakan Dispenda Kabupaten Pangkep telah 2 kali mengalami 
perubahan dan perombakan sehingga beberapa data tidak 
terkoordinasikan dengan baik. Data yang belum didapatkan penliti antara 
lain data bagi hasil penerimaan PBB ketika masih dikelola pusat, dan data 
sumber-sumber penerimaan PAD secara terperinci. Selain itu beberapa 
data juga bersifat rahasia sehingga tidak dapat diakses oleh peneliti. 
2. Jumlah narasumber yang diwawancarai oleh peneliti hanya 2 orang, yakni 
dari pihak UPTD PBB-P2 dan BPHTB. Sehingga data kualitatif yang 
didapatkan belum mampu meliputi seluruh aspek yang berhubungan 
dengan pengelolaan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Pangkep. 
3. Penelitian ini masih terbatas pada pokok pembahasan mengenai 
pengelolaan dan penerimaan PBB-P2 setelah dialihkan ke Daerah. Selain 
itu masa pengelolaan PBB-P2 oleh Kabupaten Pangkep juga baru 
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PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA 
Judul skripsi: Analisis Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pusat ke Daerah, Studi Kasus Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Pangkep. 
Oleh: Nurhadi Akib 
 
1. Seajuh ini bagaimana kondisi SDM, sarana dan prasarana, serta sosialisasi 
yang telah dilaksanakan dan disiapkan oleh Dispenda Pangkep guna 
menunjang pengelolaan PBB-P2 ? 
2. Bagaimana penetapan tarif PBB-P2 sebelum dan setelah pengalihan ? 
3. Bagaimana penetapan NJOP sebelum dan setelah pengalihan ? 
4. Bagaimana pemberlakuan insentif pungut sebelum dan setelah pengalihan ? 
5. Bagaimana tata cara pendaftaran dan pembayaran PBB-P2 sebelum dan 
setelah pengalihan ? 
6. Bagaimana pelaksanaan pendataan dan penagihan PBB-P2 sebelum dan 
setelah pengalihan ? 
7. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 
setelah adanya pengalihan pengelolaan ? 
8. Bagaimana pengaruh dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 terhadap realisasi 
penerimaan PBB-P2 ? 
9. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh Dispenda Kabupaten Pangkep setelah 
adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ? 
10. Apa saja kendala yang dirasakan oleh Dispenda Kabupaten Pangkep setelah 
adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ? 
 
